H.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG
RETRIBUSI JARA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGALI,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 ayat (1) huruf &, huruf b,
huruf ¢, huruf d, huruf f, huraf g, huruf i, huraf j dan Pasal 156
ayat (1} Undang-Undang MNomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daersh dan Retribusi Daerah perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah
ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Daerah dan dalam rangka unifikasi dan efisiensi
penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum
serta untuk mempermudah pemahaman Peraturan Daersh
tentang Retribusi Jasa Umum maka perla  menyusun
Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum dalam 1 (satu)
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Jasa Umum,

. Pasal 18 ayar |6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 259 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat 1I di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1823);

. Undeng-Undang MNWemor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintah Daerah (Lembaren Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kal terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgjak Daerah-
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049); i -
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5. Permturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah(lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggsi Nomor 9 Tahun 2008
tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daecrah Kabupaten
Banggai Nomor 47];

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomer 20 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuvangan Daerah Kabupaten
Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banggal Nomor 67).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUBHKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM
BABI
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

1 Peraturan Daergh ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

e "‘

. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai

Penyelengara Pemerintah Daerah,

- Hepala Deerah adalah Bupati Banggai yang selanjutnya disebut Bupati.
. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tuges tertentu di Bidang Retribusi

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya disinghat SKPD adalah Satuan

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Kas Unvum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang deerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimasn daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

- Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah

sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian lzin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daersh untulk kepen
orang Pribadi atau Badan. : g
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‘8. Bedan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang merupakan kesatuan,

IE-': baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha vang

. meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan ussha milik daerah (BUMD)

. dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,

~ dann pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

¢ organisasi sosial politik, atau erganisasi lainnye, lembaga dan bentuk badan

. lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Retribusl Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan keschatan
di Puskesmas, puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Balal Pengobatan,
Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainya yang
stjenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali

. pelayanan pendaftaran,

110. Pelayanan Keschatan adalah jasa pelayanan keschatan dalam bentuk rawat

. Jjalan maupun rawat inap kepade masyarakat yang dilaksanakan oleh unit

- sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.

11.Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersiban adalah pembayaran atan

¢ jasa pelayanan persampahan [ kebersihan yang disclenggarakan oleh

. Pemerintah Daerah meliputi pengambilan/pengumpulan  sampah  dari

* sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari

- sumbernya dan  atau  lokasi pembuangan sementara ke lokasi

~ pembuangan/pembuangan  akhir sampah dan  penyediaan  lokasi

. pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

- Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah

tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Kelurahan sebelum

¢ diangkut ke TPA.

13, Tempat Pembuangan Akhir vang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat
untuk penampungan, mengslola dan memusnahkan sampah.

44, Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal

~ dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdin dari bahan organik dan

| anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis / kotoran manusia dan bahan

" beracun dan berbahaya.

15, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, dan Akia

. Catatan Sipil, adalah Pungutan Daergh sebagai pembayaran atss jasa atau

. pelayanan pengadaan Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan

. dan Akta Catatan Sipil, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk

. kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinilamati oleh orang pribadi

. atau Badan Hukum Publik/Privat.

6. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepl Jalan Umum adalah pembayaran

| atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh

| Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undarngan,

_‘.riZ_ adalah kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor Yang

¢ menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

8. Parldr adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara,

3. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas

Penggunasn pemakaian dan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional/sederhana

: Berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus

s digediakan untuk pedagang,

{Retribusl Pengujlan Kendersan bermotor adalah pembayaran atas pelayanan

‘Pengujian  kenderman bermotor, termasuk kenderaan bermotor  di gir,

#esual dengan ketentuan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh

Femerintah Daerah,

gRotribusi Pemerikssan Alat Pemadam Kebaksran adalsh pembayaran atas

Pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat

penangy kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah

Sesnadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan

Ala penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

e

L] L e, E P
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oo alat Pemadam Kebakaran adalah slat-alat teknis yang dipergunakan untuk
' mencegah dan memadamkan kabakaran.

#h3 pemeriksaan siau pengujian alat pemadam kebakaran adalsh tindakan dan
" arau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas olch Pemerintah
£ Daersh untuk melaknikan pemeriksaan bahan kimia/busa racun api pada alat
kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut
. selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.

$04 Rotribusi Penggantisn Bisya Cetak Peta adalah pungutan dacrah atas
' pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan Pemerintah
4 Daerah yang dilakukan oleh crang pribadi atau badan.

195. Rotribusl Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas

. pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
$26. Retribusi Pelayanan Pemakaman adaleh pembayaran atas pelayanan
% pemakaman mayat yang meliputi, pelayanan penguburan/pemakaman
# termasuk penggalian dan pengerukan dan sewa tempat pemakaman mayat Yang
| dimilild atau dikelols cleh Pemerintah Daerah.

#97.Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang

. menycbabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
& dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

98 Jasa Umum adalah jasa vang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
. dmerah untuk tjuan kepentingan dan kemanfaatan umum secrta dapat
¥ dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

29. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang
§ mengunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.
$380.Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau

" diberikan oleh Pemerinteh Daerah untuk tujuan kepentingan dan
& kemanfastan umum serta dapat dinikmati oleh orang/pribadi atau Badan.
$31. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribedi atau Badan yang menurut
. ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
. retribusi Jasa Umum.

#3232 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang sclanjutnya disingkat SSRD, adalah
.\ bukti pembayaran ateu penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengaen
mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

4. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disinghkat
. SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
' kelebihan pembayaran retribusi kerena jumlah kredit retribusi lebih besar
. daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.

.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi danfatau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

6. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
" keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
. profesionel berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
| kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau
¢ untuk tujuan lain dalam rengka melaksanakan ketentuan peraturan
¢ perundang-undangan perpajakan deerah dan retribusi daerah,

7. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah
Y adalah serangksian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari
© serta mengumpulkan bukt yang dengan bukti itu membuat terang tindalk
& pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi dasrah yang terjadi serta
~' menemukan tersangkannya.
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BAB Il
JENIS RETRIBUSI JABA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Daerah terdiri atas
. Retribusi Pelayanan Kcuh“:anl;snf TR,

B, Retribusi Pelayanan Persam ihan.

. Retribusi Penggantian Bisya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
= Akta Catatan Sipil.

§i Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,

. Retribusi Pelayanan Pasar.

3 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

. ‘Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

» Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

| Retribusi Pelayanan Pemakamam dan Pengabuan Mayat.

Pasal 3

enis Retribusi sebagaimans dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan
etribusi Jasa Umum.

BAE IIl
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Hesatn
Nama, Objek, Bubjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

engan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan
sehatan di  puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu,
flai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan
nnya yang sejenis.

Pagal 6

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan
- di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan,
. rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang
sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,

| Dikecualikan dari objek  Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah
- pelayenan  pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta,

Pasal 6

) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang
- memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling,
! Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan
. Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis.

) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
: :tm pm'au.imnhl pcmndangbu -undangan retribusi diwajibkan untuk
4 . pembayaran retribusi termasuk ungut atau pemoto
| Retribusi Pelayanan Kesehatan, g R
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Baglan Kedua
ﬂ:ﬂ.l!ln;ukurﬂught Pengunaan Jasa

Pasal 7

cat penggunsan jasa diukur berdasarkan jenis dan freluensi pelayanan
diberikan,

T

Baglan Ketiga
Struktur Besaran Tarif Retribusi

- -
-l = *

Pasal B

R R S e,

snrmiya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di tetapkan sebagai berilout :

, Struktur dan tarif retribusi pada Puskesmas Sec-Kabupaten Banggai
i gebagaimana tercantum dalam Lapiran | Peraturan Daerah ini.

b. Struktur dan tarif retribusi pada Badan Rumah Sakit Daerah (RSUD] Luwuk
\ Kabupaten Banggai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11
¢ Peraturan Daerah ini.

J-IF

ﬁ-.:. ﬁ'; l. =

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERBAMPAHAN [ KEBERSIHAN

Bagian Kezatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

A e e 1

Pasal 9

".‘ ngan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi
g pelayanan persampahan (kebersihan.

Pasal 10

1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah :

" a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernys ke lokasi
. pembuangan sementara;

.' . Pengangloutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan
. sementara ke lokasi pembuangan /pembuangan akhir sampah; dan

| c. Penyedian lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

| Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah
" pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadsh, sosial, dan
- tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum lainmnya.

Pasal 11

.‘ bjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi
iﬂlﬂu badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau
yang menurut Ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
a‘“’a.llhknn untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut a.tau
: pemotong Retribusi Pelayanan Fcrnampahanfﬂcb:rmlmn

=
1
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B Baglan Kedun
Cara Metigulur Tingkat Pengunaan Juss

Pasal 13

jl"irq;lﬂld: penggunean jasa Retribusl pelayanan Persampahan [ Keberslhan
& diukur berdasarkan jenis dan volume sampah,
b | Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik

& dan non organik,
{8 ‘Dalam hal volume sampah sulit diukur, make volume sampah dimaksud
§ dapat ditaksir dengan berbagal punﬂ:kntun. antara lain berdasarkan luas lantal

* bangunan rumah tangga, perdagangan dan Industrd,

Bagian Ketiga
Btruktur Besaran Tarlf Retribusi

Pasal 13

Besarnya  taril digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis,
rta volume sampah yang dihasilkan sebagal berikut:

. Rumah Tinggal Permanen

a. Luas Bangunan < 70 M2 Rp. 10,000 / Bulan
b. Luas Bangunan 71 s/d 300 M2 Rp. 15.000 / Bulan
- ¢. Luas bangunan > 300 M3 Rp. 20,000 { Bulan
1 Luas Ban ;um“n
| A 8 gunan < 70 M2 Rp.  8.000 / Bulan
b. Luas Bangunan > 71 M2 Rp. 10.000 / Bulan
. ¢ Rumah Tinggal Darurat Rp. 5.000 / Bulan
¢ Pasar / Terminal
8. Pedagang Tetap, Kios Besar Rp. 30.000 / Bul
b. Pedagang Tetap, Kios Sedang, Kecil Rp. 25.000 ::'r EUIE
c. Pedagang Los tanpa Kios Rp. 15.000 / Bulan
d. Pedagang Kaki Lima Rp. 1000 / Hari
- Gedung Komersial
- 0. Pertokoan Permanen Rp. 40.000 / Bulan
_b. Toko Permanen di wilayah Pemukiman Rp. 20.000 :: Bulan
,, eriantoran pemerintah
‘8. Besar Rp. 50.000 / Bulan
- Sedang Rp. 25.000 / Bulan
z Rp. 150,000 / Bulan
Rp.  50.000 / Bulan
Rp.  25.000 / Bulan
Rp. 150.000 / Bulan
Hotel sedang RKp.  50.000 / Bulan
Rp.  25.000 / Bulan
- Gudang Besar Rp.  50.000 / Bulan - ok
G Keeil e ime ERRA e
i -I-..:. i .. _' --' "::E‘-'.- q . . ' "-' §&’m " AFILP' :""'F ”;: -.'“: r'r.lul 2
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Rp. 150,000 / Bulan

: : Bulan
" Industri Sedang Rp. 100.000 /
'¢. Industri Kecil Rp. 50.000/Bulan

Rp. 15,000 / Bulan

; Sedan Rp. 10,000 / Bulan
Eis = Rp. 5.000 / Bulan

. Gedung Serba Guna Rp.  50.000 / Bulan

' c. SLTA/SLTP/SD/TK

. Sarana Pelayanan Kesehatan

a, Rumah Sakit Umum Pemerintah Rp. 200.000 / Bulan
b. Rumah Sakit Swata Rp. 250,000 / Bulan
. ¢. Puskesmas Rp. 100.000 / Bulan
- d. Klinik Rp / Bulan
$. Restoran Rp. 200.000 / Bulan

E. Fumah Makan

' Rp.  50.000 / Bulan
Rp  25.000 / Bulan
- ¢ Kecil Rp.  15.000 / Bulan

Rp. 40.000 / Bulan

Rp.  25.000 / Bulan
Rp. 15.000 / Bulan
Rp. 10.000 / Bulan

Rp. 100.000 / Bulan
Rp.  75.000 / Bulan

¢ & B : Rp. 150.000 / Bulan
b. Tidak bertingkat Rp.  75.000 / Bulan

Rp. 50,000 / Bulan
Rp. 25.000 / Bulan

Rp. 50.000 / Bulan
Rp.  25.000 / Bulan

0leh orang pribadi atau badan Rp. 100.000 / Bulan
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BAB V
RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatn
Nama, Objek, Bubjek dan Wajlb Retribusl

Pagal 14

| Bengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
kta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk

Pasal 15
bjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
ktn Catatan Sipil adalah Pelayanan :
. Kartu Tanda Penduduk
‘B HKartu Keterangan berterpat tinggal
- Kartu Identitas Kerja
‘B Kartu Penduduk Sementara
Kartu ldentitas Penduduk Musiman
‘Kartu Keluarga, dan
Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian,
“ Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta OGantd Nama bag
. Warga Negara Asing, dan Akta Kematian.

Pasal 16

- Akta Catatan Sipill adalah orang pribadi atau badan yang memeperoleh
\ pelayanan  penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
¥ £ Eﬂ.tﬂtﬂ.n Eipil:
} Wajlb Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tsnda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
 peraturan  perundang-undangan retribusi  diwajibkan  untuk melakukan
pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong
‘Retribusi  Penggantian  Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
‘Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 17

"7.5:'_-'1‘ 2l penggunaan jasa pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan
diuvleur berdasarkan jenis pelayanan/kartu,

Bagian Hetiga
Struktur Besaran Tarif Retribusi

Pasal 18
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NO JENIS RETRIBUSI TARIF (Rp) | KETERANGAN

1. | Biaya Cetak dan Penerbitan KTP (WNI) |Rp. 0,/ Gratis
Konvensional E KTP

2. |Biaya Cetak dan Penerbitan KTP |Rp. 350.000,-
(WHNA) Konvensional

NO JENIS RETRIBUSI TARIF (Rp) | KETERANGAN
1. |Biaya penebitan surat keterangan|Rp. 25.000,-
tempat tinggal bagi WNI

2. |Biaya Penerbitan Surat Keterangan |Rp. 50.000,-
tempat tinggal bagi WNA

" C. KARTU KELUARGA (KK)

NO JENIS RETRIBUSI TARIF (Rp) KETERANGAN
1. |Biaya cetak dan Penerbitan Kartu|Rp. 20.000,-

Keluarga (WNI)
2. |Biaya cetak dan Penerbitan Kartu|Rp.

Keluarga (WNA)

) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Akta  Catatan Sipil
- adalah sebagai berikut

. A. AKTA PERKAWINAN

NO JENIS RETRIBUSI TARIF (Rp) | KETERANGAN

1. | Pencatatan perkawinan WNI :
a. Pencatatan perkawinan di dalam | Rp. 100.000,-
kantor

b, Pencatatan perkawinan di Juar Rp. 125.000,-
kantor

2. | Pencatatan perkawinan WNA
a. Pencatatan perkawinan didalam | Rp. 125.000,-
kantor

b. Pencatatan pﬂl‘kﬂiﬂlﬂ-ﬂﬂ diluar qu 175.000,-
kantor
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Pencatatan perkawinan WNI yang
melebihi jangka waktu 60 (enam
puluh) hari kerja sejak tanggal

perkawinan

a.Pencatatan perkawinan  didalam | Rp. 150.000,-
kantor

b.Pencatatan  perkawinan  diluar >
e Rp. 200,000,

Penna'fatan perkawinan WNA yang
melebihi jangka waktu 60 (enam
puluh) hari kerja sejak tanggal

perkawinan

a.Pencatatan perkawinan didalam | Rp. 225.000,-
kantor

b.Pencatatan  perkawinan  diluar "
e Rp. 325.000,

Biaya kutipan kedua dan seterusnya |Rp. 75.000,-
akta perkawinan untuk WNI (Satu Set)

Biaya kutipan kedua dan seterunya | Rp. 100.000,-
akta perkawinan untuk WHNA (Satu set]

JENIS RETRIBUSI TARIF (Rp) | KETERANGAN

Biaya pencatatan dan penerbitan akta | Rp. 175,000,-
perceraian (satu set)

Biaya pencatatan perceraian yang | Rp. 225.000,-
melebihi jangka waktu 60 [enam
puluh) hari kerja sejak tanggal
keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap
(sudah termasuk biaya kutipan akta
perceraian satu set)

Biaya kutipan kedua dan seterusnya|Rp. 75.000,-
akta perceraian
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* C. AKTA PENGESAHAN DAN PENGAKUAN ANAK

- | NO JENIS RETRIBUSI TARIF (Rp) | KETERANGAN
| 1. | ARTA PENGESAHAN ANAK

a. Blayn pencatatan den penerbitan | Rp. 60.000,-
akta pengesahan anak

b, Biaya  kutipan  kedua  dan|Rp. 65.000,
seterusnya akta pengesahon anak

2, | AKTA PENGAKUAN ANAK

8. Biaya pencatatan dan penerbitan | Rp. 60,000,
kutipan Akta Pengakuan Anak oleh
Warga Negara Indonesia (WNI)

b. Biaya pencatatan dan penerbitan Rp. 65.000,-
kutipan Akta Pengaluan Anak oleh
Warga Negara Asing (WNA)

. D. AKTA GANTI NAMA WARGA NEGARA ASING DAN PERUBAHAN NAMA
WARGA NEGARA INDONESIA

NO JENIS RETRIBUSI TARIF (Rp) | KETERANGAN

1. | Biaya ganti nama warga negara Asing | Rp. 225.000,-

2. |Biaya pencatatan perubshan nama
bagi WNI Rp. 0, Gratis

. E. AKTA KEMATIAN

NO JENIS RETRIBUSI TARIF (Rp) | KETERANGAN
1. | Biaya pencatatan dan penerbitan akta | Rp. 10.000,-

2, | Biaya kutipan kequa dan seterusnya | Rp. 10.000,-
akta kematian bagi WNI.

BAB V1
RETRIBUBSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Hesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusl

Pasal 19

Egan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi
& pelayanan parkir di tepi jalan umum, :
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g
“badan

Pasal 20

Pasal 21

Bagian Kedua

Pasal 22

Bagian Ketiga

Pasal 23

1 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah
umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai
wtuan peraturan perundang-undangan,

Btruktur Besaran Tarlf Retribusi

pelayanan parkir
dengan

S o Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi
Ly ;t:ﬁkadm yang memeperoleh pela}rnnnﬁlaymun parkir di tepi jalan umum.
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau
: yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
* diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau

Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa
agkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan

ils kendaraan dan frekuensi pelayanan.

garnya tarifl Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikout :

Pingkat Kepadatan Jenis Kendaraan Tarif (Rp)
A Parldr Per Beknli Parkir
ingat Padat - Sepeda Motor (rada 2 atau 3) | Rp.  ....../Sekali Parkir
- Maobil Penumpang/Mobil | Rp. ... [Sekali Parkir
Roda 4 (empat)
- Mobil Bus/Mobil Truck roda | Rp. ... /Sekali Parkir
6 (enam)
- Mobil Barang roda 10|Rp. ... /Sekali Parkir
(sepuluh) /Kereta Tempelan
- Sepeda Motor (rada 2 atau 3) | Rp. ../ Sekali Parkir
1 - Mobil Penumpang/Mobil | Rp.  ...... /Sekali Parkir
1 Roda 4 (empat)
4 - Mobil Bus/Mobil Truck roda | Rp. ... [ Sekali Parkir
i 6 (enam)
:' - Mobil Barang roda 10|Rp. ... /Sekali Parkir
' (sepuluh)/Kereta Tempelan
fang Padat - Sepeda Motor (rada 2 atau 3) | Rp. ../ Sekali Parkdir
- Mobil Penumpang/Mobil | Rp. ..., /Sekali Parkir
Roda 4 (empat)
Mobil Bus/Mobil Truck reda |Rp.  ...... /Bekali Parkir
& (enam)
Mobil Barang roda 10|Rp. ... /Sekali Parkir
(sepuluh)/Kereta Tempelan
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BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PABAR

Baglan Kesatu
Nama, Objek, Bubjek dan Wajib Retribusi
Pasal 24

:;._3_1,.“ nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi  atas
slayanan fasilitas pasar,

| Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios/petak yang dikelola
‘Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk -

| Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD,

dan pihak swasta,

Pasal 26

| Bubyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang
memeperoleh pelayanan fasilitas pasar .

| Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut
‘ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi  diwajibkan untuk
-melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 27

igkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar diukur berdasarkan luas tempat
tempat usaha.

Bagian Hetiga
Struktur Besaran Tarif Retribusi

Bﬂﬁﬂppndangymgmcla}mkanuaﬂmpﬂWdikﬂwampaw
_"bl:nlmnﬂuﬂtlzin Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) dan dikenakan Retribusi
Felayanan Pasar,

lata cara memperoleh Surat lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
‘dengan Peraturan Bupati.
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TARIF KETERTIBAN/
LOKASI PASAR/ | RETRIBUSI | REAMANAN | JUMLAH | gyegan/
KLASIFIKABI PER HARI PER HAR1 | DIBAYAR | ryagan
(Rp) (Rp)
(Rp)
Kec. Luwuk
" | Klasifikasi Kelas 1
| - Petak 2.000 1,000 3.000 1 Buah
| - Los 1.500 1.000 2.500 |3X25M
- Pelataran Tetap 1.000 1,000 2.000 |3X25M
| . Pelataran Tidak 1.000 - 1.000
Tetap
Klasifikasi Kelas 11
- Petak 1.500 1.000 2.500 1 Buah
| - Los 1.000 1.000 2000 |3X25M
" | - Pelataran Tetap 750 750 1.500 |3X25M
| - Pelataran Tidak 1,000 . 1,000
- Tetap
Kec. Pagimana,
Bunta, Nuhon,
Bualemo, Lobu,
Simpang Raya
- Petak 1.500 1.000 2.500 1 Buah
- Los 1.000 1.000 2.000 3X25M
- Pelataran Tetap 750 750 1.500 3X25M
- Pelataran Tidak 1.000 - 1.000
Tetap
Kec. Balantak,
Balantak Selatan,
Lamala, Masama,
Luwuk Timur
- Petak 1.500 1.000 2.500 1 Buah
- Los 1.000 1.000 2000 [3x25M
- Pelataran Tetap 750 750 1.500 |3X25M
- Pelataran Tidak 1.000 - 1.000
Tetap
Kec. Kintom, Batui,
Toili, Toili Barat,
Batui Selatan,
Moilong
- Petak 1.500 1.000 2.500 1 Buah
- Los 1.000 1.000 2000 |3X25M
- Pelataran Tetap 750 750 1500 |{3X25M
- Pelataran Tidak 1.000 - 1.000
Tetap
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BAB VIII
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Bubjek dan Wajlb Retribusi

Pasal 29

. - nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut rth‘ii:i.’l:iir atas
an pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor .

Pasal 30

ik Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujlan
o daraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesual dmﬁ:ﬂ
Mientuan  peraturan  perundang-undangan, Yang diselenggarakan 0
rintah Daerah,

Pasal 31

} subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau
 padan yang memeperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

| Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan
. yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan
* untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 32

Bagian Ketiga
Btruktur Besaran Tarif Retribusi

Pasal 33

| Besarnya  tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, ditetapkan
| sebagai berikut:

. a. Tarif retribusi perlengkapan pengujian :

1, Bultu uji kendaraan ..o mmmmmesss s s Rp. 17.000,-
2. Tanda uli 1 [Bafal) 80t .oovsmsvismpinsissinanivsmsssniss Rp. 8.000,-
3. Penggantian tanda uji rusak/hilang.........coocvnreneenns Rp. 17.000,-
4, Penggantian buku uji yang hilang/rusak................ Rp. 8.500,-
3. Pembuatan dan pemasangan tanda samping/stiker:

B PURTIN  i i fns Ko i om0 B Rk Rp. 17.500,-
0. Bumpang W cinviinissiissiviasiassaiii Rp. 30.000,-
7. Kendaraan Pertamakali Ui ;

a) Mobil Penumpang Umlm.......ocommmsmminsiinne Rp. 30.000,-

b) Mobil Bus 9 s/d 16 Seat........cccorvcniissninniinensss RP, 40.000,-

c) Mobil Bus 17 8/d 27888t ........ccsviesvnssnsssnesssessenses Rp. 50.000,

d] Mobil Bus 28 seat ke 8tAS......ceeiiimenmmmmmsnrsssrnen Rp. 60.000,-

e] Mobil Barang Roda 4.....comnimirmesssssssssesssssssn Rp. 50.000,-

f) Mobil Barang Roda 6 atau lebih..........cccvceeveeeee.. Rp. 60.000,-
g Kereta Gandengan / Tempelan......ccoooninmnniiin Rp. 70.000,-
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. g Kendarsan Uji Berkala

. a) Mobil Penumpang Umum,......,.,........csssrsmmsmsescss
b) Mobil Bus 9 8/d 16 seal...................ccecmsmemrrmssrsrscs . Rp.20.000-
c) Mobil BUS 17 8/d 27 seat.........o.oowseommersisersss ;
d) Mobil Bus 28 seat Ke atag.................ooememessmsssares Rp. 35.000.-
e] Mobil Barang Roda d...................,....ccmmsmmmmmisiiess RPe 29.000.-
f) Mobil Barang Roda 6 atau lebih,.............memee:  RPe 39.000--

g Kcrete Gandengan [ Tempelan........o.oemimmmeeres  RPe 40000

. Jasa Non Pengujian Kendarasn Bermotor, dipungut sebesar:
|, Penghapusan / Pemeriksaan Pisik Kendaraan Bermotor:

h} HﬂH"‘ P:numm.""", PN RS RS E R AR SRR P H-ll-:-ﬂ-- EP-' md R AR d f
¢} Mobil Bus............coiiiiriricnsinncsssrsasnsssssasssnnsasass A e

d] Mobil Barang .............ccomvrvricisseeseressasssssmemsasrasss FoPhs ssasasscess .
2. Pelayanan untuk kendaraan Bermotor Bukan Wajib Uji :

8) Sepeda MOLOT.......c..cocmsmiermermmsossassssssmssssarsssssasssssss RP. wcassinnns

b) Mobil Roda 4 atau lebih .....cocovevcicvccevenvsvinsarers BB csissssonras

prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan
hermotor akan diatur, dalam peraturan bupati.

BAEIX
RETRIBUS] PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAEKARAN

Bagian Hesatn
Nama, Objek, Bubjek dan Wajib Retribusi

Pasal 34

wean nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi
pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 35
el Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan
aan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat
n, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap

pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat
lamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

igkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur
flasarican jenis alat pemadam kebakaran.

B AT T
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G Ke
Btrulktur hﬁ‘:n Tﬁmtﬂlmi

Pasal 38

W taril ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyeisn
3 ian dan jenis alat pemadam kebakaran.

§ 1 peniyclenggaraan pelayanan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
. Er.i::m belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal YAng berkaitan
dengan pelayanan pengujian alat pemadam kebakaran.
B“a:m tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

]’IIII.I.II.I.III Habakaran r-.n:hrhi Busa :
umrmlllmr s/d 25 liter... ' Rp. 15000/ tabung
" Ukuran diatas 25 liter < s/d 50 liter .. . Rp. 20.000/ tabung
. Ulkuran diatas 50 liter < Hfddnnsct:mmyn Rp. 25.000/ tabung
. Alat pe madam kebakaran yang berisi Gas (Co2) :
- Ukumnlknsfdﬁkn ......................................... Rp. 15.000/ tabung

. Ukuran diatas 6 kg < s/d 9 kg ... voms  Rp. 20.000/ tabung
. Ukuran diatas 9 kg < s/d dan anleﬂ.tm}rn. ......... Rp. 25.000/ tabung

5, Alat Pemadam Kebakaran yang berisi bubuk kimia kering (Dry powder):

. Ukuran 1 kgs/d6 kg ... e vvasne Rp. 15,000/ tabung
- Ukuran diatas 6 kg < ufd 'Ei hg rvvessss  Rp. 20,000/ tabung
. Ukuran diatas 9 kg < s/d dan ﬂ:t:msn}ra ........... Rp. 25.000/ tabung

BAB X
RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 39

pan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas
wediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40
sk Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat
Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Bubyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau
badan yang memepercleh biaya cetak peta.

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan
feng menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan
niuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong
etribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Baglan Hedua
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 42

SAL penggunaan ian b
ey jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis
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Buglan Ko
Btrulctur Besurey hurl'i"lhtrlhul

Pasal 43

tarlfl digolongkan bordusarkan jenis pelayanan pergantian biaya
o tal peta, ditetapkan sebagal beriley ; . e

¢ Jasa Polayanan Pemborlan Peta Informasi Wilayah Pertambangan :

=

' |, Peta Informasi Ukuran AQ Rp. 3,000,000,/ penerbitan
. Peta Informasi Ukuran A1 Rp. 2.000.000,-/ penerbitan
| 3 Peta Informasi Ukuran A3 Rp. 1.000,000,-/penerbitan
L 4, Peta untuk lampiran dokumen perijinan Rp. 2.000.000,-/ penerbitan
' 5. Petn Digital Wilayah Pertambangan Rp. 4,000,000,-/ penerbitan
 Jasa Pelayanan Pemberlan Peta Perencansan Daerah:
A, Cetak Peta
1. Peta ... ukuran AQ (1x1,2 m) Rp. 300.000/ lembar
2. Peta ... ukuran Al (1x0,6 m) Rp. 240.000/ lembar
1. Peta ... ulcuran A2 (0,5 x 0,5 m) Rp. 180.000 / lembar
2. Peta ...... ukuran A3 (0,5x%0,3 m) Rp. 120.000 / lembar
3. Peta ....,. ukuran A4 (0.25 x 0,3 m) Rp. 60.000 [ lembar
B. Proses Digitasl Peta
1. Ukuran peta topografi/rupabumi
(60 x 60 em) minimal 5 layer Rp. B800.000 / file
2. Tambahan perlayer Rp. 100.000 / file
3. Editing peta yang sudah ada Rp. 100.000 / file

C. Copy Data Digitasi Peta Dasar
' 1. Peta Kabupaten , (Skala 1:100,000
atau 1:50,000, atau 1:25.000/CDROM  Rp. 700.000/ keping
2. Peta skala 1:10.000 atau 1:5000/CDROM  Rp, 500,000/ keping

3. Peta tematik dan turunan/CD ROM Rp. 300.000 [keping
Jasa Pelayanan Pemberlan Peta Informasi Wilayah Kehutanan:
1. Peta Informasi Ukuran AQ Rp. 3.000.000,-/ penerbitan
. 2. Peta Informasi Ukuran Al Rp. 2.000.000,-/ penerbitan
. 3. Peta Informasi Ukuran A3 Rp. 1.000.000,-/ penerbitan
4. Peta untuk lampiran dokumen perijinan Rp. 2.000.000,-/ penerbitan
5. Peta Digital Wilayah Pertambangan Rp. 4.000.000,-/penerbitan
. 6. Peta Citra Satelit 15 M Rp. 7.500.000,-/ penerbitan
BAE X1
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Bubjek dan Wajib Retribusi
Pasal 44

; _Eﬂn nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kalus dipungut retribusi
8 pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kalkus.
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Pasal 45

I Objek R"tﬁb“ﬂ_ Penyediaan danfatau  Penyedotan Kakus adalah
g penyediaan dan/ata dilakukan oleh
g pﬁl“?”.‘ul l] 5ty /atau penyedotan kakus yang

"' pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimilild
 dan/atau dikelolah oleh BUMN dan pihak swasta.

Pasal 46

y subyek Retribusi  Penyediaan danjatau Penyedotan Kakus adalah
" orang pribadi ataﬂu badan yang memeperoleh pelayanan penyediaan dan/atau
penyedotan kakus. ‘

) Wajib Retribusi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah
¢ orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
‘undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
termasuk  pemungut ateu pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus,

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 47

ngkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kalus
r berdasarkan jumlah dan klasifikasinya.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Tarif retribusi
Pasal 48
sarnya Tarif terhadap pelayanan penyedotan kakus dan pembuangannya adalah
1H ::F i Ml'i.!:nﬂ:
KO JENIS RETRIBUSI TARIF (Rp) KET
1 |Badan Sosial:

1. Tempat Ibadah 200.000,- / sekali

2. Sekolah 200.000,-/sekali

3. Panti Asuhan 200.000,-/ sekali

il | Non Niaga :
" | 1. Rumah tinggal permanen bertingkat | 300.000,-/ sekali
tidak | 250.000,-/sekali

-l | Kantor/Tempat lain milik pemerintah :
1. Rumah sakit 350.000,- / sekali
.. 2. Puskesmas gﬁuqﬂm,wfﬂﬂkﬂﬁ

06 e ol o B 1y 402 P B e




iaga/usaha keofl ;
1. Toko/Ruko 250,000,/ sekall
2. Rumah kost 200,000,-/ sekali
3. Losmen/penginapan 200.000,-/sekali
4. H-E:l.ﬂ Kecil 200.000,- sekali
5. Niaga lainnya 200,000, / sekali
vy |Niaga / Usaha Besar/Industyi ;
- | 1. BUMN/BUMD 500.000,- / sekall
2. Hntﬂ] 4'ﬂﬂ'nﬂm-‘.l'r“m
3. CV/PT 400,000,/ sckali
4. Rumah saldt swasta 400.000,- sekali
5. Niaga lainnya 400,000,-/ sekali
BAB XII
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 49

nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut

si sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan buan mayat
dikelolah oleh Pemerintah Daerah, e s

Pasal 50

:ﬂhj:k Retribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah
Pelayanan pemakaman yang meliputi;
8, Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan;

b. Sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola oleh
Pemenintah Daerah,

Dikecualikan dari objek retribusi adalah
Pemakaman mayat massal;
. Pemakaman mayat oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada
pihak yang bertanggung jawab.

Pasal 51

byek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang

ribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan jasa pemakaman dan
r{;ba Rel:ribnl.la.:.{ﬁ;ctribu Pelay Pemakaman

aji si anan dan Pengabuan Mayat adalah

E pribadi atau baden yang menurut ketentuan M perundang-

indangan retribusi diwajibkan untuk melalukan pembayaran Retribusi

asuk pl:mungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman dan

ayat.
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Bagian Kedus
Cara Mengukur Tingkat Pengunssn Jasa

Pasal 52
‘ Ihi kan jumlah
nggunaan jasa Pelayanan Pemakaman dihitung berdasarkar
o dimakamkan, luas tanah makam dan jenis pekerjaan lain diatas
serta serta jarak pengantaran mayat.

Bagian Ketlga
Btruktur Besaran Tarif retribusi

Pasal 53

1 struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan:

* 4. Pemakamam lslam, Kristen, Budha dan Hindu dan China;

" B. Pemakaian mobil jenazah ;

3) Besaran Tarif terhadap Pelayanan Pemakaman adalah sebagai berikut:

. 'A. Pemakaman Islam, Kristen, Hindu, Budha dan China:

JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) KET
Pemakaman Islam, Kristen, Hindu,
Budha
Pemakaman mayat dewasa 25.000,-/Makam
Pemakaman mayat anak-anak (15
tahun kebawah) 17.500,-/Makam
Menembok makam 15.000,- / Makam
Memagar makam 10.000,- / Makam
Mengatap makam 10.000,-/Makam
Memasang batu kuri makam 7.500,-/Makam
Menghias makam 5.000,- /Makam
Papan nomor makam 2.500,- /Makam
Penggalian /pembongkaran makam 50.000,- / Makam
Pemakaman Cina:
Pemakaman mayat dewasa 50.000,- /Makam
Pemakaman mayat anak-anak
(15 tahun kebawah) 45.000,-/Makam
Menembok makam 40.000,- /Makam
Memagar makam 30.000,-/Makam
Mengatap makam 20.000,-/Makam
Memasang batu kuri makam 15,000,- /Makam
Menghias makam 25.000,- /Makam
.| Memasang tanda pengenal 7.500,-/Makam
| 8. | Papan nomor makam 5.000,-/Makam
10. | Izin penggalian /pembongkaran makam 50.000,- /Makam
. | Pemugaran makam 75.000,-/Makam
Pemakaian Mobil Jenazah:
| JENIB PELAYANAN TARIF (Rp) KET
.| Pemakaian Dalam Kota 100.000,-/Jenazah
._| Pemakaian Luar Kota per kilometer 6.000,-/Jenazah
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& pesarnyd Tardl retrlbust uniug s :

! qebagaifm akaman mayat dewasa dan anak-anak
P ;:mrld;:n ; iﬁ‘fﬂﬁ .H.kf,-'"“l t(2) huruf A.n}rﬂhuﬂr 1 dan 2, hurluj Ab
o pulam  hil  permohonan luas panjang x lebar adalah 2 mx1m,

pemakaman melebihi ukuran luas sebagaimana
E dimugnﬁy:ﬂpﬁ] untuk P\‘-‘nmnbu]lu.nu; :.ﬂn:rnn tersebut hanya diberikan
AL 7 ang x leba , dan dikenakan
 retribusi tambahan Rp. 12,500, ;m;t:f‘l“h 25 mx 1,6 m

BAB X111
PRINSIP DAN BABARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 54

| Prinslp dan sasaran penectapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan
mgmp-:rhnllkan biaya penyedinan jasa yani bemngkuﬂnt.npkﬂm?m
: masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

1 Retribusi ngganhan Biayn Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipll dan  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian,

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

| Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

} Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

i Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
‘berupa karcis, kupon, dan kartu langganan,

§ Tata cara  pelaksanaan  pemungutan  Retribusi  diatur  dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 57

‘Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus
' atau lunas.

Bbembaysran retribusi harus dilunasi delam jangka waktu 1 (satu) hari setelsh
‘SKRD ditetapkan.

§: Betiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat
cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

| Tata
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Bagian Ketiga
Tata Cara Ponagihan
B ppebila dalam jangka wakty gebg dimaksud dalam Pasal 85
B gyat (2] ”mh“d;‘ll“‘;ﬂﬂk k:ﬁunnm m*ﬂ?ﬁi‘ Wajib Retribusi diberikan ?utj;fi:
8 Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang herwenang setelah lewat saat ja
 tempo thww:ﬂ retribusi; o it e
B Dalam iﬂﬂﬂkﬁl_ tu 7 hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
Cayat (1), Wajib Retribusi harus melunas retribuai yang terutang,
an retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD,
Ben '

ijw-is. dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur dengan
upat.

Bagian Keempat
Banksi Administras]

Pasal 59

[ Dalam hal ‘f"-’ﬁﬂib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua

¥ ““Fi setiap bulan dar retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan

ditagih dengan menggunakan STRD.

§ FENAGIHAN Retribusi Terutan

g scbagimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan Surat Teguran,

BAE XVI
KEBERATAN

Pasal 60

| Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
‘atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

| Keberatan dimjukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
‘alasan-alasan yang jelas.

- Keberatan harus digjukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
‘tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertenty dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan dj

i

luar ke nya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi,
Fengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
‘pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 61

Hupati dalam jangks waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat

Heberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yvang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan,

‘Retentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
Hepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
8 , menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

#pabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Hupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

- ' ot i i T o il fir g Ty 1
sty i AR T hE LI PEFUSESEI- SeE -

Fhhs o A
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Pasal 63
Jika I u;iﬁuih:uh:ir‘:ltrh:mdd:ﬂmhn sebaglan niau hﬂnﬂ% ilkﬂzﬂ:f:
F‘mduﬂ persen) sebulan untuk pal| dengan ditambah ered
7910 0 bungs sebagaiman ng lnma 12 (dua belas ejak bulan
W,muﬂﬂ sampil den o dimaksud pada ayat (1) dihitung
w gan diterbitkannya SKRDLB.

=1

BAB XVI1
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 63

yas kelebinan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
honan pengembalian kepada Bupati.

Fupati, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejuk diterimanya
permohonan  pengembalian kelcbihan pembayaran Retribusi scbagaimand
gimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. _

pupati, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, scjak diterimanysa
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
simaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah
glampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, .
spabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
sembayaran Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Pen ian kelebihan pembayaran Retribusi scbagaimana dimaksud pada
aat (1) dilakuksn dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
7 |dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
<bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 64

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
elampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
<cruali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
fsdalusrsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud avat (1)
*rtangguh jika: pada
& diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik R
¥ Mw lﬂﬂgﬂ“ng

a, kedajuwarsa penagihan dihitung sejak er

=
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Rt UbANE  Retribusg secars | ——— Md pada

;. :ﬁ.ﬁé} turil b adalah Wy, gmmm!:ﬁ kesadarannys m:nrntaﬁ

| sih WERBUAYRD lang Retribusi dan belum melunasinys kepeda Pemenn |
i paeraltc .

: me.,'ga'lr-llﬂ“ weng Retribys| secarg i dimaksud ayat (2)
B Juif b Pasal ini d«}ﬁ diketahui dart penguan permohe e
| iy penundean pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retr

Pusal 68

purang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

petyiigihian sudah kedaluwarsa dapat dih : .

. ti menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang odi
pedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, .

j tain cara penghdpusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diafur

¥ jengan Peraturan Bupati

BAB XIX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUEI

Pasal 66

pupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan r::u'ihu.u.
pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
' pada ayat { 1} diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

| Pembebasan retribusi sebagrimane dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
melihat fungsi objek retribusi.

| Tata cam pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XX
PEMANFAATAN

Pasal 67

manfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamekan untuk
endanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggarsan pelayanan
bersangkutan,

BAB XXI
PEMERIHKEAAN

Pasal 638

| Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewsjiban  Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan

. perundeng-undangen Perpajakan Dacrah dan Retribusi Daerah.

| Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

& memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjedi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan ohjek
Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

¢ dan/atau

€. memberikan keterangan yang diperlukan. |
1 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan.
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i 5 i . 1f
— yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insent
{¥! s dasar pencapalan kinerja tertenty, Anggaran
# pendapatan dan Belanja Daerah. insentif
§ yctentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian dan pemenfastan “uai
P begaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati S¢3
.-I d»:l‘lgﬂﬂ perﬂ.tu.rﬂ.n ptmﬂdﬂng—undmgan YEnNg hgt‘lﬁ]{uq

BAB XXINI
PENINJAUAN TARIF

Pasal 70

B Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

§ peninjauen tarif retribusi a.ch};gailgana dmiakE:Ld pada ayat (1) dilakukan
. dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan p:rckﬂnumiaq.

$f Penctapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
§ dengan Peraturan Bupat.

BAB XXIV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 71

| Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
| diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka
jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
! perundang-undangan perpajakan daerah;
| Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga
shli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2)
adalah :
2. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan; _ : .
t b. Pejabat dan/atau tenags ahli yang . ditetapkan oleh DBupat
untuk memberikan keterangan kepada pejabat lcf:nhﬂga negara &tau
instansi Pemerintah yang berwenang melakukan periksaan dalam bidang

keuangan daerah.
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BAB xxv
PENYIDIKAN

Pasal 72

| . . 5 l."ﬂh
iapat Pegawai Negeri Sipil tertentu di i gan pemerintah Dae

) foer wewenang kiusus sebagai Penyidik et melaulan pcﬂ?iﬂ'k“f‘uwnd_ng

idana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang

l ‘dikﬁ::fizﬁﬂimﬂnn dimaksud adalah pejabat pegawal neger’

’ b u a 1 {

E:;‘ tertentu di linglungan Hm:m Di?mﬂ-;}ynng diangkat oleh pejabat yang
herwenang sesual dengan ketentuan peraturan perundang-u

| Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: e

e menenma, mencari, mengumpulkan, dan menelit mmr!gﬂﬂ a
japoran berkensan dengan tindak pidana di bidang Retribusi 2837
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; i e

b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mmgcnﬂ.i arang pn.balil
atau Badan tentang kebeparan perbuatan yang dilakukan schubungan

~ dengan tindak pidana Retribusi Daerah; :

. meminta keterangan dan bahan bukti dard orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

4 memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

.. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut; )

{ meminta bantuan tenaga ghli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dap/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang perkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. _ ‘

| Penyidik sebagaimana dimaksud pada n:.rat‘{.'l] memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melahui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

oy

merugikan keuangan Daergh diancam pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribusi terutang yang tidak gtau kurang dibayar.
| Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
| Dendauw dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
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BAB XxvII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

- Eﬂ.“|:’.,,.—l.a.lc'l-llflrnn"ﬁl1""-‘-l‘iﬂ-"l:u'lﬁm Daerah ini, maka : ;
tan

Fgrﬂmﬁm Dacrah Kabupaten Banggai Nomor = T“'huﬂmmgﬂﬂﬂﬂ E:ﬂag
e u_ihual Pelayanan Ptruampnhanfﬁcbﬂnihm (Lem
A pupaten Banggal Tahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 8; 2000 tentans
F:Iﬂtumn Daerah Kabupaten Banggai Nomor Tahus

2 En-ibﬂffi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pﬂﬂdu*i"‘k 21 Seri B

A lembaran Dacrah Kabupaten Banggai Tahun 2000 NomoT

gip

- yjomor )i tan
;Icrﬂruran Dacrah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun Eﬂﬂ?;_ﬂbt:;atcg
petribusi an Parkir di Tepl Jalan Umum (Lembaras Daerah

i Tahun 2000 Nomor 22 Seri B Nomor 10);
peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 19 Tahun 2001 tentang
' Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten 2
un 2001 Nomor 19 Seri B Nomor 6);

peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 39 Tahun EF":'-I 1
Rctribuﬂi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun! 200
Nomor 39 Seri B Nomor 22); cba1ai
peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribus)
Pelayanan Kesehatan (Lembpran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2002

Nomor 1 Seri C Nomor 1);
: Nomor © Tahun 2003 tentang
retribusi Pelayanan Pasar (Lgmbaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2003

Nomor 18 Seri C Nomor 3);
peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2003 tentang

Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat (Lemb

Tahun 2003 Nomor 27 Seri C Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Momeor 5 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2000
rentang Retribusi Penggantiap Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil (Lem Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007
Nomor 20, Tambahan Lem Daerah Kabupaten Banggai Nomor 28),
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan
Nomor 7 Tahun 2000 tentang

atas Peraturan Daerah aten Banggai

Retribusi Pelayanan Parkip ' di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 9009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Nomor 52';

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan
i Nomor 19 Tahun 2001 tentang

atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggal
Retribusi Pengujian Kendaraap Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Nomor 54);
Peraturan Daerah Kabupatgp Banggai Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002

Perubahan atas Peraturan Dagrah
;‘mtang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
ahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Al
Lt
ik
S
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Pasal 78

" ran Pelaksanaan mian Peraturan Daerah ini ditetapkan paling

Pt am) bulan sejuk Peraturan Duergh ini di ndunghkarn. silakukan oleh
165 sunaan kotentuan sebagimans dimaymud puda_syat (1) ;
¥nas yang membldangl tugas dun fungsf keordinator Pendapaten

E Pasal 76
nyran Dacrah inl mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

' getiap Orang dapat mengetahul, memerintahkan pengundang
g Daerah ini dengan pcg::mpa{annyn dalam Lembaran Dacrah
naten Banggal.

Luwuk
e 45 /14ret 2013

sdangkan di Luwuk

o tanggal, A5 Maret 2013

fane

#4a/31S DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

.

Syl LABELO, BH
ME[NA UTAMA MADYA
L 14590116 198503 1 010
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

; tumkan dalam

ungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana :ak Daerah dan

P;Dm Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tenmnrﬂﬂhp%mﬂnm sebagal
13i paerah adalah memupakan kewenangan D“;ia .

% Gumber pendapatan asli dacrah guna membIeYS T ooqygrakat

" atahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan
. mmmﬂiﬁm di Daerah. . g Tabwn 2009
| Retribusi ditetapkan

No
kan Pasal 156 gyat (1) Undang-Undang
E;;?mmh dan Rl:trib?nrsi Daerah ditegaskan bahwa
1 Peramran Daerah.
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Ayal (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar
dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan
' layahan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

:_ Cukitip jelas
861 76
. Cukup jelas
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10,400

13,

NOMOR :ﬂlﬂl 3
TANGGAL ¢ & € i
AHA
Sat AKA DAN JABA PELAYANAN
DAERAH KABUPATEN BANGGA!
T
W KETERANGAN
JUMELAH
__’!-"u-—l%ﬂ-'—i!sﬂ— 2
42000 28| o fuk peRugjang
4000« Tarif peluyansn rowat alan GRic pes
' 1Mmmnmww
ditetapkan sma dengan peliyinin sejenis
d.lu,pni:dlﬁl“l.umlﬂl
90000 60000  15,000| Tarif pemerikaann pengajian kesehatan
behim termasuk barid pebiyknn pETHmAng
dingrostik dan kisys adoindetre
3,000 2,000 5,000
» General Check Up
158 100,000  250,000] SEDERHANA - Pem. Flalk Laboratorium -
2w 140,000)  350,000) carsh rutia urine rati, buts werrs, thor foto
BEDANT : Pem. Flalk Laboreiorhsm :
dassh musin wrine naiin, byt wama, Hola
darah, ten Nangsi hasl {Albusin, Gistalin,
Alisulin, SOPT, S00T, Alkal Pesfatise],
Clulkoss : Puasa dan 7 jam PP, Ureurs
Crestinin, Uric A, Chelesterol Total,
Therex Foeo, ECO
2,000 5,000+ Terll prranjeng medil sesuni dengan
scjenia kelas [T
4 3200 B, 000
20,000

mﬂuﬂmmmmwm

4 * KECIL : Berailikan lnka figant] werband,
19 6,000 1 padacg infus, UP Spalic, Buks Kaseter

* BEDMNG : Pasang knteier, pasang spalic,
perawming huka, 10%, pasang ransel verband,

.m;wmmm

12,000
30,000
4,000

400,000

10,000
§3.000
18,000
18,000
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{lyist, ity Gaer madergt
prertmean wilfat parmi ilrpre #S,
wiifasal fifn pet neETEne =
- ARLAAT - Rahrpotom, Praed Lagaicarmr:
Ttk (1775, HACimg aitiea S MEresst
- SRR i npd mp" § i

e, Mo, Brerin Benaris,
Kahagmilan =koopti fergEraE
- KHLALS - Hyseroiami, Cperas S
greus mearbany | eras, Fepertsd Rorrecd

drMgan pemasngan 2

+ AEDANT - Tonalekinm f fonie -
pelenaireiemmd wmmw
penda asing dalam hiinmg wehrgs, s

ity sepripa, Inaim el s, IS
pﬂ.rﬂlw nlowen, Fiettpama orsin
ibereena didaizi Blingsd. Ean s foop

[mrtuk Alngnosin | feraH], Elrmkcsliegd

fusitul dingrosia/ terspil, Trikemenm /
fIrRkEnminm, FEpinraal nuanfaring, Pasks
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T.Mi

70,000
50,000
130,000

30,000
105,000
140,000
170,000

+ SEDANG ; Perawnian hiks balor = 10 %
mmﬂhﬁwﬂpﬂ‘lﬂ

« KECIL : Panang implant § IUD, Ekstrakcsl
1Ty, Pap smear, Kuldo sentesls, Kryo,
Amnlesentesis, Pasang kateter, Vena Punlci,
Pasang Laminaria

+ SEDANG : Bules implant, Manual placenta
» BESAR ; Hydronibanl / Partubasi
ANAK:

* : Punksd vers, Perawatan tall posat,
Mamtoux best
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o FICHAN | Bipmipsilan el BHFY s
|
i Ewgr'_-n. Tositet N delings dhain PIAANE
Pttt fasiiprats belings, FXBLARE sl
et i asaig dlilsibarag [nbikng, Virbledis
AT CRTER LT
+ HEEIANL + Farmievitesin WTmgiAn,
il sathis snuksilarin (s £, Gantl
il lpwi s § drkansilas!
ey Wheitik Chigh
bl 20000 iuo0| %600
[ are 1 ) 1Rt Mool o] foHHs Ekstraciie g el
(Wit e gl 105D Detigan kitpliky  60,000)  4no00) 100,000 Tpistnkais
Tt i serilAm LA | F00 0,00
et gl ilengan gl ¢ alkika ABC HO0HA ETR|
bl gigl Analgam, . . ;
pteceany glgl deigni hang kecit 130000 maogb|  donsia
-Iﬂl‘]
ooty @E dengai riang besd  LEDOMGL 120,000 00,001
riats
ot hsay peTkvdmn L0000l doOo]| oo
i mabyda 41 00 AU K, GRS
i aliicn L3000l ABD00] ik, 0d00
aran enibplonric PR L3 RRIRETH]
VR uing i KA TRhANg 60,0000 angl 16,000
o g dda mabang (aemple) TR, ) DHE) | 50, DU
Boslinng g s rabinng (Krenes 120, 006N 0000 2000, M)
IR TAMT 120,000 BOONM| 200,00
FELATANAN KEDITDANAN
imkn perEnal
K tan Bl BS 000 B0 170,000 Tl terenpsuk laaya inap by B Bayi S0P
Keian k] | 75,0040 165, G H MO0 dasd rawal s D
Kstas B Jononal  290,00:d0 550,000+ Tedakan mhedis aperatil sama dengan
bk rlag VI SO0 400,000 900,000 lenl peleranan medls operdil sess
; dengnn Lelne permwsiannys
& an dengan ondalnn ¢ Pessalinnn el @ Partus spontan leink
et lE 100000] 110,000 2I0,000( kelskang kepaln
el 1k FA5 000 F2500K  ABDDOD(+ Persadinnm deiagan dindakan pervaglion |
Mrias | 400,000 400.000)  BHOOON|  Panuk, seeeang, gemelll, vacum edamraksd,
L EPERGTY GO0O00 00000 1,200,000 Fetorpa
F FENUNJANG

* Tl paissrn rownd juban dieraphinn = taol

WPuhoar, Erisrosd, Hi, pemeriksaan sejerle pusicn rawnl inap kelns (10
Aatala, MOV, MCH,
WUHC, ROW, POW, MY, * Pemerikanen Inboretorium paslen 1ICUICEU dan
I-.. bﬂlmﬂ.w: wﬂmmlngiﬂiumlhndmmtmﬂkﬂuﬂ
oy dacieanli ~ aop0| 20000] 50,00
30 : * Teril penunjang medik senwi dengan fanf
A3000| 23000 mriends kelns 1)
6000 240000 6, ' TEE e o ;
4000 anoon 75 .
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TANAN JARA
ﬁﬁ"m BARANA
L3
/"’fg—_ 3
parab [LELY
¥ gpeisan [CT), Masa
I Eﬂﬂ,l-{lt.ﬂ.ﬂllnlnﬂ.l
H:..[u 1-.‘-HI'D
L ‘*_l“ ;ﬁﬂ
L] 'I 1
Rt 6,300
parah Tep!
21,004
] 23,10
, .::{_ﬂl 15200
'. yplan VP 31,500
parah
[E]
ﬂﬂmmm (RS
; {etan 11 15,800
© ehal 21,600
 welas VP 27,000
wﬂﬁﬂl’,m.l.l'lﬂm
[ et 19,500
. Kelanll 21,780
Kelan | 23,760
: Hehan VIF 29,700
Albusin, Glaking
'ﬂ%mmm
"ﬂmw 71 .00
s Kilea 0
: mlm. 31,8500
+ Krlas
Luuud.lml-.lmqﬂlﬂll#lﬂl sl
s Ealna [0 26,400
28,800
36,000
2 i
33,000
36,000
45 000
169,200
21,140
23,040
28 B0
£, 000
£,600
7,200
lll
7,200
7,220
3,04
10 Bk

2,800
3,080
3,360
4200

14,000
15,400
16,800

21,000

12,000
13,200
14 400
18,000

13,2040
14,530
15,840
18, B0

14,000
15,400
16,800
21,000

16,0040
17,600
19,200
:4 16
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A e R

T
JABA [ JARA | KETERANGAN
BARANA PELY JUMLAH
_[Rp] (Rp) [Rp) =
a 4 5
30, 000 20,000 50,000
32,0000 220000  ss.000)
36,000) 24,000 60,000
45,0000 30,000  7s,000|
90,000 60,000 150,000
00,000 ﬁ.m' 165,000
108,000| 72,000 180,000
135,000| 90,000 225,000
2,000 6,000 15.000
9,900 6,600 16,500
10,600 7,200 18,000
13,500 9,000 22,500
30,000 20000 50,000
33,000, 22,000, 55000
26,000) 24,000 60,00
45,000 30,000 75,000
42,000 28,000 70,000
46,200 30,800 77,000
50400 33,600 84,000
60,000 40,0000 100,000
Kelas 111 480000 32,000 @O.000
Kelas II 52,800, 35200 B8.000
Kelas [ S7.600| 38400 96,000
Kelas VIP 72,0000 48,0000 120,000
Antl HCV
Kelas LI 54,000 36,0000 90,000
Kelas 11 59400 39600, 99,000
64,800  43.200| 108,000
B1,000(  54,000( 135,000
600000 40,000 100,000
66,000 44,0000 110,000
72,000F 48,000 120,000
90,000)  60,000) 150,000
105000(  70,000| 175,000
115,5001 77,000 192,500
126,000 84,0000 210,000
157,500| 105,000| 262,500
J0,000) 20,0000 50,000
3,000 2 55,000
36,000 24, 60,000
45,000 30 75,000

06 e ol o B 1y 402 P B e



© Jsm FELATANAN KETERANGAN
L dan Bakerislog
[ DDR |
S Kelas 0l
L kel
v Melan |
e KelaaVIP
[BTA
i = Eelaall
e Helaa 1
D Kelasl
o0 Kaelas VTP
k
m&u
' s MelunTl
1« Helas
e Kelas]
Lt Kelm VP
ARIF FELAYANAN CT-8CAN
KEFALA HON KONTHAS
Kelas 01 550,000|« Tarif pasien rowat jalan disstaplan = taril
¢ Joeas 11 666,000 pemeriosaan sejenis pasien rrwal tnap
+Kelan | B00,000| kelas N
LVIP
: * Tasif tdak termnsok harge chat
T KEPALA KONTRAS
+ Kelan 1 - Penambaban Blm ditembah Ry, 70.000 per film,
b, Kelaa 11 hd per
franad * Tarif CITO ditambah 50% dari taril jass sarana
£ vIP + jusa pelayanan [tenpa BHP.
ET THORAX HON KONTRAD * Pemerikcsaan CT-S5CAN pasien ICU/ICCU dan
8. Helas 0 84,0001 156.000) 540,000 perinatolagi disamakan dengan taril kelas [
b, Kelaa 11 444,000| 296,000) T40,000
& Kelan [ mml 352,000 m_uml
VP S88,000| 30970000 080,000
T THORAX KONTRAS
& Keles I 444, 296,000) 740,000
 Ketan 1 mg:] 8,000) 870,000
Kelas [ 864000 76,0000 940,000
WIP 672,000| 448,000] 11700040
LT ABDOMEN HON KONTRAS
Krlas 17 384,000
3 Kelna 0 i,
o Keinn | 538,
T ABDOMEN DENOAN KONTRAS
i "
& Kelaw 1 B4
408 000
47
54
B D0
444,000
BR300
IlI
&72,000
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e ——— — =y o
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e 0| e RS0 aid
S ST6000| A 00| #0000 Tindukan Jiemodelse :.;"ﬁ “"H_F“JP_ 75,000,
| Kelns Utansn VIF* gaaoou|  s1p0| 1,080,000 kere) dikenskan
= parif
diteta
et Atk acidas 7 11 angoo|  32000]  B0000fs Tard pasien rawat jalsn iR T
\elwyunan CAFD hirlaa Il
onwiliasl wwal dun pelotidien setelady
pEras pETEANIAN Uanader ert £ LH | 10 R
¥masangan CYF 1D
+ Kelan [1] A6, LA 25 )
j Kelan i1 A0 T LD
+Kalnn | s04,000| BAL A
; Kries Usme V1P G12,000]  Ao0| 1,000,000
erawatan post pemsasngarn OV HD AR, D B LR
i pemasangan Deitde Litmen AR, A2, 0K Hi} WK
ANIF FELATANAN
ADOTLAGD FOFTIE
el
= Welam 111 A1) M 65,000|» Tindaken CITO {dilusr jem kerjs [ ol Lbnis
= Heian 11 L ] BOOO0| el peleyanan + B0 dar trif yeng midah
- Kefas 540 ) G0,000) ditetapian.
» Kelas VI ) 3} 110,000( Torifl pasien rawel jalan ditetaplan = tarif

[KECIL). _
100,000{+ Pemerilasan rdiologl pasten ICU/ICCU dan
petinattiogl disemakan dengen tarif kelas 1

170,000 (KECI.

200,000|« BEDANG ; USO.

* Pemeriksann UGS pasien rawat jalan disamaken

dengan taril kelns 111 (SEDANG).
o 380,000| mejeriia keins 1. -
50 480,000

E.m ; Turif paslen ruwat jalan ditetaploan = tarif
B5,000| pemeriiasan
00000 70,000 (KECI, scfrnis pasden rewat inep kelas [T

* KECIL : Visus | Refraksd, Blip lamp
“.Im "n.m mm" mm+

WM TO000] Free beld tea,
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. ~ TARIF
NI PRAYANAN JARR | JAEA i
i BARANA YAMAL JUMLAH
I itz __ARgl ‘“.'ﬂ..._. _.I—H.ﬂ— L]
e L2 s - 3 1 -
B
A RARAN JENALA — Tt
Petmwatiey (Faeal, Bo00]  Jo000| 45,000 Unbuk penghwetan | R el b
; W ervienlyf imed too0| 10000{ 20,000 belum termanuk hargs bahan pERERWE
Pergawelai ferinsmh Soo00  oogoo0f 150,000
Auitirpal \oo.000]  A00000( 500,000
UEEP PRIAYANAN ARUTIAN
U RONSULTASI GIel
IR s eistininhinsd glel
Kelna i1 (T 4,000 10,000
|| Q,U{ml i, AHMD 15,000
1 1%, 8000 20,000
!mn Wi 18, MM (PRI A, 00
'fuiuuuu Kavwal Jalan soon|  sovo|l  15.000|
b Petyrdinen Makainan
[{1] i, 200 TR 2,000(* Jasn pelayanan makanan dilakukan setlop hari
an I|| 1B 1,200 3,000
] 2400 I B0 4,200
Phn vip 2,000 2,000 5,000)
' FRLAYANAN PEMUSNAILAN
MFAN PADAT MEDIN
%h:-_mm satnprabi padat inediy o0 6,000 15,000/
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